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Abstrak

Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya yang
berkaitan dengan Pasal 185 tentang hukum ahli waris pengganti telah terjadi polemik
di kalangan ahli hukum. Dasar berbedanya pendapat mereka adalah pada asumsi
bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat lagi dilakukan penambahan hukum baru.
Istilah ahli waris pengganti sudah dikenal lama melalui BW meski berbeda rincian
dengan maksud yang ada pada KHI. Keadaan ini pula menyebabkan banyak kalangan
ahli hukum di Indonesia menyamakan persoalan ahli waris pengganti di KHI dengan
BW, meskipun sebenarnya berbeda. Tulisan ini berupaya membuktikan bagaimana
aturan ahli waris pengganti dalam KHI dapat diterima melalui kajian teori objektif
hukum (magasid al-syari’ah). Berdasarkan kajian maqasid al-syari’ah, ahli waris
pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam karena memenuhi unsur
normatif dengan dasar nass sarih yang bertujuan kemaslahatan, baik dari segi
filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI
ini tidak melanggar ketentuan al-Qur'an yang bersifat ijbari.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, hukum waris, ahli waris pengganti, tujuan
hukum, maqasid al-syari’ah

Abstract

Since the applying of Compilation of Islamic Law in Indonesia, especially about
substitution heir in Section 185, there is a polemic among law experts. The basis of
the disagrement is that Islamic inheritance law could not be change or added with a
new rule. The term of substitute heir has been long known from BW (the Dutch Civil
Law), even though it is different from that in KHI. However, this has made many
experts in Indonesia treat the term in BW the same as that in KHI. This article tries to
prove how the concept of substitute heirs in KHI can be in accordance with Islamic
law through studying the theory of law objectives (magasid al-syari’ah). Based on
this magasid al-syari’ah study, the substitute heirs can be accepted their existence in
Islamic law, because the concept has fulfilled the element of normativity based on
distinct religious texts (nass sarih) that have good purposes philosophically,
sociologically and juridically. Therefore, the rule of substitute heir in KHI does not
contravene God’s precepts in the Quran, which are coercive.

Keywords: Compilation of Islamic law, inheritance law, substitute heir, law
objectives, magasid al-syari’ah
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A. Pendahuluan

Diskursus tentang bukum waris
Islam di Indonesia khususnya berkaitan
dengan ahli waris pengganti sangat sering
dikemukakan dalam perdebatan
kewarisan. Meskipun telah dilegislasi
melewati peraturan yang diberlakukan di
Pengadilan Agama sebagai pedoman
yustisia berupa Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Berbeda dengan era tahun 80-an
ketika Munawir Sjadzali yang ketika itu
menjabat sebagai Menteri Agama RI
melontarkan gagasan perlunya
reaktualisasi hukum Islam mengenai
hukum waris antara lelaki dan perempuan
dari 2 :1 bagian menjadi dipersamakan
1:1. Polemik ini akhirnya berakhir
dengan tetap komitmen 2 : L
Kesepakatan pendapat ini hingga
sekarang tetap diyakini keberadaannya
yaitu 2:1 antara anak lelaki dengan
perempuan.1 Hal ini dikarenakan atas
dasar teks suci dalam al-Qur’an surah al-
Nisa ayat 11.

Menurut Asni Zubair dan Lebba
dalam penclitiannya menyatakan bahwa
ketentuan ahli waris pengganti dalam
Kompilasi Hukum Islam masih belum
jelas perummsannya. Pasal 185 tidak
mempunyai penjelasan pasal schingga
menimbulkan berbagai penafsiran.®

Di Indonesia, istilah ahli waris
pengganti sudah dikenal lama melewati
BW meski berbeda rincian dengan
maksud yang ada pada Pasal 185 KHL
Keadaan ini pula banyak kalangan ahli
hukum di Indonesia menyamakan
persepsinya atas BW dalam persoalan
ahli waris pengganti. Kenyataannya suatu
teks sumber hukum atau undang-undang,
kadang dapat memberikan pengertian
yang bermacam karena dilihat dari cara
yang digunakan oleh para ahli hukum
untuk memahami petunjuknya. Keadaan
ini terjadi dalam memahami butir Pasal
185 KHI.>

Sementara hasil penelitian yang
dilakukan oleh Habiburrahman dalam
disertasinya di UIN Sunan Gunung Djati
menyatakan aturan dalam Pasal 185 KHI
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tentang ahli Waris pengganti harus
dihapus. Alasa I ya bahwa ahli waris
pengganti bertetangan dengan otoritas
keyakinan  umat muslim dalam
menjalankan kefentuan hukum Allah dan
Rasulnya, pri 1p keadilan dan asas
legalitas da teori-teori penetapan
hukum. Menurut penelitian ini juga
menuduhkan b': wa Pasal 185 KHI
berasal dari pemikiran Hazairin yang
ditafsirkan iénurut hukum  adat
menyesuaikannya dengan masyarakat
Indonesia  (fegri  receptie)  dengan
mengadopsi wapis pergantian BW atau
gabungan kedugsistem itn.* Menurutnya
Pasal 185 KHI mperubah ketentuan Allah
dan melanggat asas ijbari, suatu
pemikiran yang tidak dilandasi keimanan
kepada Allah darf ketaqwaan.®

Penelitian tentang Pelaksanaan
Hukum Waris di Kalangan Umat Islam
Indonesia yang;dilakukan oleh Badan
Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan
Keagamaan Ke¢menterian Agama RI
tahun 2010 terhadap daerah yang
dijadikan samﬁel penelitian  seperti
Gorontalo, Kalirhantan Selatan, Sulawesi
Selatan, Yogyakarta, Sumatera Barat dan
Sumatera U menunjukkan adanya
penerimaan mﬁmkat Indonesia tentang
ahli waris peng’ganti meskipun dengan
variasi karena kurang memahami secara
rinci tentang ! waris pengganti,
Penelitian tersehut menfokuskan tingkat
pengetahuan u tokoh masyarakat
terhadap Kompjlasi Hukum Islam sangat
rendah dengan
yaitu kelomp
mengetahui K<
kedua yaitu [F:elompok ulama yang
mengetahui tefapi tidak memperdalam
Kompilasi Hukim Islam dan kelompok
ketiga yaitu iyang mengetahui dan
memperdalam Kompilasi Hukum Islam.
Ini menunj Kompilasi Hukum
Islam belum W¢nar-benar menjadi figh
khas Indonesia??karena umumnya belum
diketahui maupjin dipelajari.®

Tulisan! ini ingin membuktikan
bahwa teori magdsid al-syari’ah dapat
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dijadikan dasar normatif hukum Islam
dalam pemberlakuan ahli waris pengganti
Pasal 185 KHI sekaligus upaya
progresivitas atas masalah ahli waris
pengganti dalam pemberlakuan hukum
waris. Suatu pembangunan di bidang
hukum kewarisan melalui pembaharuan
hukum.’

B. Maglahah Sebagai Muatan Pokok
Magashid al-SyarPah

Menurut Jasser Auda ada lima
tahapan untuk merealisasikan magasid
al-syari'ah yaitu 1) validasi terhadap
semua pengetahuan, 2) holistik, 3)
keterbukaan dan pembaharuan diri, 4)
multi-dimensionalitas, dan 5) menarik
tujuan.® Bagian terakhir ini paling banyak
dibicarakan oleh ulama berkait tentang
tujuan dari magasid al-syari’ah berupa
maslahah. Pengetahuan tentang magasid
al-syari’ah (objectives of the law) seperti
yang ditegaskan Abd al-Wahab Khallaf
adalah berperan sebagai alat bantu untuk
memahami redaksi al-Qur’an dan al-
Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang
bertentangan, dan yang sangat penting
lagi adalah untuk menetapkan hukum
terhadap kasus yang tidak tertampung
dalam al-Qur’an dan al-Sunnah secara
kajian kebahasaan.’

Hukum dapat disepakati sebagai
seperangkat peraturan manusia atau dari
Tuhan maka hukum Islam
menjustifikasikan dirinya sebagai
ketentuan-ketentuan  yang sengaja
diturunkan Tuhan melewati utusan-Nya
berupa syari’ah.'® Konteks syari'ah
sendiri selalu memiliki magasid untuk
mengantarkan manusia pada kebaikan
dan kebahagiaan atau kebijaksanaan dan
kesejahteraan di dunia dan akhirat."
Wujud magasid itu sendiri berupa
kebaikan-kebaikan (mas/ahah) sekaligus
sebagai lawan dari kejahatan dan
keburukan. Kebaikan-kebaikan
(maslahah) diakui sebagal prinsip yang
mendasari al-Qur’an.’

Menurut Sa’id ibn Ahmad ibn
Mas’dd al-Ayyubi teori magasid al-
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syari’ah yang terkenal adalah yang
dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-
Syatibi."> Menurut Muhammad Khalid
Masiid, selain al- Syatibi, bahasan juga
diuraikan oleh al-Ghazali, al-'Amidi dan
al-Razi.'"* Teori al-Ghazali mengatakan,
bahwa tujuan syariat dalam pembentukan
hukum ada lima bagian yaitu memelihara
agama (hifz al-din), memelihara diri
manusia (4ifz al-nafs), memelihara akal
(hifz al-aql), memelihara keturunan (4ifz
al-nasl) dan memelihara harta (AifZ al-
mal), di mana setiap yang terkandung di

dalamnya mengandung upaya
kemaslahatan dan menolak sebesar-
besarnya keburukan.

Menurut Imam al-Syafi'i,

kemaslahatan hukum manusia bisa
ditemukan di dalam al-Qur'an yaitu pada
ayat hukum al-Qur'an dan al-Sunnah
tanpa perlu menggunakan akal kecuali
jika terpaksa.'” Selanjutnya al-Syatibi
mendefinisikan teori magasid al-syari’ah
dengan bermacam makna dengan tujuan
merincikan  kajian  tersebut  lebih
mendalam. Menurut Ahmad al-Raisiini,
mengapa al-Syatibi tidak merangkum
dalam satu definisi dikarenakan untuk
menjabarkan keseluruhan.'® Untuk itu,
Ahmad al-Raisiini menjelaskan bahwa al-
Syatibi sendiri selalu dalam diskusinya
mengatakan tentang kewajiban yang
diperlukan menurut hukum dimaksudkan
untuk tujuan kepentingan memenuhi
sasarannya antar manusia (the obligation
entailed by the law are intended for the
purpose of fulfi Ilmg its objective among
human beings.).'” Pada kesempatan lain
al- Syatibi mengatakan tentang magasid
al-syariah sebagai maslahah ( xzy ¢l

Sy #lall izl e ia,20).  Lebih jauh

Ahmad al-Raisiini mengatakan sebagai

berikut: '*
" Maqgasid al-syari’'ah itu adalah
maslahah  dikarenakan  tujuan
syari’ah  adalah mendatangkan
kemaslahatan bagi para hamba,
mewujudkan  kemaslahatan ini,
memelihara, melindungi  dan
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memberikan hal tersebut pada
segenap manusia....oleh karenanya
apa yang telah ditetapkan olech
hukum adalah inti mas/ahah, dalil
maslahah dan barometer masiahah.
Dari hukum-hukum yang
ditetapkanNya, pengetahuan kita
tentang maslahah akan menjadi
sempurna. Dari hukum-hukumNya
pula kita akan tertuntun menuju
maslahah yang masih samar dan
tersembunyi dari  kita....inilah
makna syari’ah sebagai maslahah.

Al-Syatibi dalam al-Muwdafagat
memperbincangkan konsep mas/ahah

sangatlah panjang. Di antara
pembicaraannya yang terkait dengan
pembahasan di sini, seperti yang

dikatakannya bahwa penyelidikan para
ahli hukum Islam terhadap tujuan utama
syara’ tidak lain demi kepentingan
maslahah bagi manusia. Karenanya,
sudah dapat dipastikan bila sesuatu
tindakan tidak memberikan suatu konteks
masiahah pastilah terlarang dilakukan,
sebaliknya bila dalam konteks itu
maslahah dapat terjadi berarti tindakan
tersebut boleh dilakukan. "’

Boleh jadi pendapat al-Syatibi ini
menjadi sangat relevan dan realistis bagi
bangunan syara’ yang selama ini telah
tertata dalam hukum Islam. Pada
kenyataan inilah, hukum Islam sangat
antusias terhadap kemaslahatan manusia-
orang yang menerima fakfif (subyek
hukum). Senada dengan ini, al-Tifi
mengatakan, perlindungan  terhadap
kemaslahatan manusia adalah tujuan
utama Islam.?

Muhammad Khalid Mas'iid
menyimpulkan bahwa pendapat al-
Syatibl tentang tujuan akhir dari
pembentukan hukum (maqasid al-
syari’ah) hanyalah satu yaitu maglahah
atau kebaikan dan kesejahteraan umat

manusia.?!  Maslahah dapat  berarti
gubstansi kehidupan manusia dan
pencapaiannya yang dituntut oleh
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Dengan kitab

jtulah  Allah menunjuki

orang-orang 'g mengikuti keridaan-

Nya ke jalan
kitab
orang-orang i

itu pul i)

selamatan, dan (dengan
Allah  mengeluarkan
ari gelap gulita kepada

cahaya yang terang benderang dengan
seizin-Nya, dwjzi menunjuki mereka ke
jalan yang luru.t‘;; (0.S. Al-Maidah 16)

{

Sebagai ‘ilustrasi di mana ayat al-
Qur’an telah mé'ngetengahkan tujuan dari

kewarisan ada
ahli waris sep

kemaslahatan untuk

}ﬁrmanAllah:
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Dan hendaklafl takut kepada Allah

orang-orang

meninggalkan c?g

yang seandainya
belakang mereka anak-

anak yang lemgh, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh
sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah {dan hendaklah mereka
mengucapkan ‘perkataan yang benar.
0.S. Al- Nisd 9§,
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Maslahah  merupakan  jalan
keselamatan (subul al-salam) yakni jalan
yang lurus (simit al-mustagim), maka
formulasi hukum Islam tidak hanya
mengatur  hidup  seseorang  agar
memperoleh kemanan dan kebahagiaan
dunia tetapi juga kebahagiaan akhirat.
Sebagai seperangkat norma untuk
mengatur seluruh tingkah laku praktis
(Camal)** Wajar bila hukum Islam
memfokuskan kekuatannya  untuk
mengendalikan hawa nafsu manusia demi
tercapainya kebahagiaan yang hakiki
bukan berdasarkan hawa nafsu (kejahatan
dan keburukan). Perintah hukum seperti
puasa bulan ramadan, salat, zakat,
perintah haji dan berjihad secara sepintas
menggambarkan penderitaan bagi subyek
hukum dan sangat tidak disukai oleh
hawa nafsu manusia. Namun tujuan
utama disyariatkan hukum adalah untuk
memelihara kemaslahatan dan sekaligus
menghindari kemafsadatan baik di dunia
maupun di akhirat.”

C. Teks Suci al-Qur’an dan Persoalan
Ahli Waris Pengganti: Perspektif
Magasid al SyarT ah

Menurut Habiburrahman,
sebagaimana di awal dikemukanan
bahwa ahli waris pengganti harus
dihapus. Alasannya bahwa ahli waris
pengganti bertentangan dengan otoritas
keyakinan umat  muslim  dalam
menjalankan ketentuan hukum Allah dan

Rasulnya, prinsip keadilan dan asas

legalitas dalam teori-teori penetapan

hukum. Menurut penelitian ini juga
menuduhkan bahwa Pasal 185 KHI
berasal dari pemikiran Hazairin yang
ditafsirkan menurut hukum  adat
menyesuaikannya dengan masyarakat

Indonesia  (teori  receptie) dengan

mengadopsi waris pergantian BW atau

gabungan kedua sistem itu. Pendapat

Habiburrahman  tersebut  merupakan

realitas betapa konsep ahli waris

pengganti tidak ada dalam al-Qur'dn
maupun al-Sunnah. Sementara selama ini
telah diyakini bahwa persoalan kewarisan

Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI
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dilandasi oleh ayat-ayat al-Qur'an yang
dilalahnya gat Tsehingga di luar dari teks
tersebut dianggap sebagai penambahan.

Harus diakui bahwa ahli waris
pengganti tidak dikenal dalam fikih yang
ditulis oleh para ulama. Ia merupakan
produk hukum baru yang bertujuan agar
para cucu pancar perempuan beroleh hak
kewarisan dikarenakan selama ini mereka
masuk dalam Zu al-arham Sementara
para cucu pencar lelaki beroleh hak
kewarisan. Kenyataan ini sebenarnya
juga merupakan produk ijtihad ulama
klasik sebagaimana yang mereka
sepakati.

g oo Syly S5 3gmy g Y Oy S5 Y
o oty ol gy aa Yy ¢ ke g o
o o el 05K OF YL g e gapdl
SW candly aas fpd e B0 ol ey

oY) B e

Tidak  memperoleh waris cucu
perempuan pancar lelaki ketika ada anak
lelaki pewaris (anak) sebagai anak turun
langsung dari pewaris secara mutlak.
Dan demikian juga dengan adanya dua
orang anak perempuan, keduanya
mewaris sebagai anak turun langsung
dari pewaris (para cucu perempuan
pancar lelaki terhijab), kecuali mayit
(pewaris) memiliki cucu lelaki pancar
lelaki atau bersama muasibnya (yang
sederajat) dengan pembagian bagi lelaki
dua bagian dari seorang perempuan.*®

Ketentuan terhadap para cucu
pancar perempuan tidak beroleh hak
kewarisan atau hanya dimasukkan dalam
zu al-arham juga tidak ditemukan dalam
teks al-Qur'an maupun al-Sunnah seperti
halnya adanya produk hukum baru seperti
ahli waris pengganti. Fakta tersebut
membuktikan bahwa persoalan kewarisan
pada bagian tertentu sesungguhnya tidak
lepas dari produk ijtihad. Dalam konteks
inilah, kemaslahatan sebagai prinsip dari
magasid al-syari’ah dilibatkan untuk
membuat fakta bahwa ahli waris
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pengganti diadakan bertujuan agar para
cucu pancar perempuan beroleh hak
kewarisan sebagaimana layaknya para
cucu pancar lelaki baik ia lelaki atau
perempuan. Berdasar itu pula bahwa
anggapan ahli waris pengganti dalam
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
adalah pemikiran Hazairin yang
mengadopsinya dari B.W sebenarnya
tidak tepat. Hal ini dikarenakan sistem
ahli waris pengganti dalam KHI masih
berbeda dengan kehendak Hazairin
maupun yang ada pada B.W yang dikenal
dengan ahli waris pergantian (b¥
plaatsvervulling).

Studi magasid al-syari‘ah bila
diterapkan pada masalah ahli waris
pengganti dapat dilihat dari dua segi,
pertama menemukan magdsid al-syari’ah
di antara teks al Qur'dn tentang
kewarisan nasabiyah. Kedua,
memahaminya sebagai produk ijtihad
karena kepentingan maslahat dengan
model Jistinbat maqgasid al-syariah. Di
sini hasilnya adalah berwujud al-figh
sebagai produk ijtihad.

Studi atas bagian yang pertama
terhadap teks norma dasar terhadap para
nasabiyah yang dekat adalah pengaturan
tentang kewarisan Q.S. al-Nisd ayat 11
dan 12.

oot B gy A4 1251 B A R
& by B39 o 5418 oo 3 e 30
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62508 3 (80l 00T i 31l o 35 4
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Ayat érsebut di atas telah
menampilkan secara lengkap jumlah fard
yaitu bagian-ba’gian para ahli waris yang
kemudian disgbut oleh para ulama
dengan istilah |kshab al- furid Mereka
beroleh hak ydng pasti dengan angka
bagian (fard) yaitu 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6,
1/8 dan an berhak menghabisi sisa
harta (‘asabak). Namun demikian ayat-
ayat tersebut tidak memuat perolehan hak
para cucu. Berkata Zayd ibn Sabit :

#ish o84 00 i ey g 4G5 3g 06
Sf g S O pAEE pauly 1a S8 k88 o
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Anak dari ana} laki-laki (cucu dari anak
laki-laki) mengmpati kedudukan anak-
anaknya (bapc,f;ya) apabila tidak ada
yang lain selaii mereka. Anak-anak laki-
laki mereka (c{icu laki-laki) seperti laki-
laki mereka (b:apaknya) dan perempuan
mereka (cuct perempuan)  seperti
perempuan mereka (ibunya). Mereka
mewariskan |jsebagaimana  mereka
mewariskan dan mereka menghijab
(menghalangi) yang lain, sebagaimana
mereka menghz:{'pb.z (H.R. Bukhari)

) Berdasa%;kan pendapat Zayd ibn
Sabit, maka licucu memperoleh hak
warisnya sebapgai pengganti dari orang
tua mereka yaitu anak dari anak lelaki
menempati kedudukan ayahnya (pancar
lelaki), demikizn pula cucu dalam garis
perempuan menempati garis pencar
perempuan. Peéndapat ini sudah sangat
baik dan i. dipandang sebagai
kcmaslahatan.! Hanya jadi persoalan
sistem ini meﬂéakibatkan para cucu dari
garis turunfg perempuan  (pancar
perempuan) sahigat sulit memperoleh bak
kewarisan. P?;ra cucu pancar lelaki
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terhijab jika ada anak lelaki. Sedang para
cucu pancar perempuan lebih lagi di
mana mereka terhijab selama ada ada ahli
waris Zi al-furid.

Anak-anak pancar lelaki (para
cucu pancar lelaki) memperoleh ‘ushubah
(mengambil semua sisa) jika si pewaris
tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli
waris yang lain. Jika ia bersama dengan
cucu lelaki pancar lelaki lain maka ia
berbagi sama dan jika bersama dengan
cucu perempuan pancar lelaki, maka cucu
lelaki pancar lelaki memperoleh dua
bagian (2:1). Sedangkan cucu perempuan
pancar lelaki memperoleh bagian separoh
(*4) bila ia hanya sendirian dan 2/3 bila ia
dua orang atau lebih. Jika ia bersama
dengan cucu lelaki pancar lelaki maka ia
memperoleh  bagian  separoh  dari
saudaranya lelaki (cucu pancar lelaki). Ini
merupakan dialektis atas pemahaman
terhadap anak lelaki dan anak perempuan
pewaris dengan metode berfikir giyas
(analogi). Mereka juga memperkuat
pendapat tersebut dengan dasar pendapat
Ibn Mas'iid (sahabat Rasul Allah s.a.w)
yang mengatakan bahwa Nabi saw
memahamkan demikian, sbb :

Jih Eaes b i s LA Wls 3T Wls
G iy oy 3p gk il g 06 it
My a3y Lol iy G o3
Jsky }.ri, dgald i Jud Hq..i dgald Gl
kil e OF g 8y S A8 QBB g
Pog ale A o L Gab &y g
G el 2S5 Gl it &5 i 250
e

5 st 138 313 U ggfles F B sgans
Huzail Ibnu Surajil berkata, ditanyai Abu
Musa tentang anak perempuar, cucu
perempuan pancar lelaki dan saudara
perempuan kandung maka Abu Musa
berkata  bahwa  anak  perempuan
memperoleh separoh (1/2) dan saudara

perempuan separohnya (1/2). Lalu aku
datang kepada Ibnu Mas'ud ra maka
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ditanyakan kepadanya, lalu Ibnu Mas ud
ra mengabarkan perkataan Abu Musa ra
berkata, sungguh aku sesat jika tidak
termasuk orang yang diberi petunjuk, aku
memutus dengan apa yang diputus oleh
nabi saw yaitu anak perempuan separoh
(1/2), cucu perempuan pancar lelaki
seperenam (1/6) sebagai penyempurna
dua pertiga dan sisanya untuk saudara
perempuan. Maka aku datang kepada
Abu Musa ra dan aku kabarkan
perkataan Ibnu Mas ud maka Abu Musa
berkata, aku tidak pernah ditanyai
tentang itu selama ini. H.R. Bukhari®®

Selanjutnya tentang cucu lelaki
atau perempuan pancar perempuan,
mereka dianggap tidak berhak atas waris
bila masih ada far'u waris berupa ashab
al-furid (orang-orang yang telah
ditentukan bagiannya) dan ‘asabah
(orang yang menghabisi sisa). Mereka
digolongkan termasuk sebagai za al-
arham yakni golongan yang bukan ashab
al- fumid dan asabah. Alasan umum
pendapat mercka adalah bahwa para cucu
perempuan pancar perempuan tidak
dibicarakan dalam teks-teks al-Qur'an.
Kelompok ini disponsori oleh mayoritas
jumhur ulama dalam mazhab Sunni
(terutama Imam empat mazhab).

Meminjam istilah Jasser Auda,
magasid al-syari'ah selain menarik
tujuan, dalam merealisasikannya
diperlukan validasi terhadap semua
pengetahuan. Di sini ada ‘wrf yang perlu
diperhatikan. Konsep  ‘urf sendiri
dieloborasi dalam aspek sosiologis,
filosofis dan yuridis dikarenakan ia hidup
dalam sistem masyarakat. Secara
sosiologis, para cucu dalam kehidupan
masyarakat lebih dekat dengan orang
yang meninggal ketimbang para saudara
tanpa membedakan mereka dari anak
turun lelaki (pancar lelaki) ataupun anak
turun perempuan (pancar perempuan).
Mereka tidak disebut dalam teks al-
Qur'an lantaran masih ada orang tua
mereka yang masih hidup. Untuk itulah
Za'id ibn Tsabit berfatwa bahwa para
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cucu menggantikan orang tua mereka
menunjuk kedekatan mereka. Studi ini
dapat dikembangkan lagi pada tarap
keadilan. Meskipun fatwa tersebut
akhirnya mengenyampingkan anak turun
perempuan (cucu pancar perempuan).
Menafikan para anak turun perempuan
-merupakan kekeliruan secara sosiologis
mapun filosofis kebenaran yang di
tetapkan Tuhan. Ini dibuktikan bahwa
anak perernpuan tetap beroleh hak waris
seperti halnya anak lelaki meski dengan
porsi separoh dari anak lelaki. Ini
merupakan keadilan distributif 2 :1.

TR PR TR AT I LY.

Kemudian di penghujung ayat 11
dari surat al-Nisd, Tuhan berfirman :

L3 Wl &0 gl gl 06 ¥ (8hly oSt
dh g

Tentang orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak)
manfa'atnya  bagimu. Ini  adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.” (Q. S. al-Nisa : 11).

Konsep yuridis yang ditetapkan
Tuhan adalab bagian perempuan separoh
dari bagian lelaki jika perempuan
tersebut satu derajat dengan lelaki. Dan
_sedemikian pula seharusnya pada anak
turun lelaki (cucu pancar lelaki) sederajat
dengan anak turun perempuan (cucu
pancar perempuan). Mereka banya
berbeda pada sistem bagian porsi
_ distributif yaitu 2:1. Dengan cara ini juga
" Tuhan sebenarnya memberikan
perlindungan kepada anak turun lelaki
dan perempuan yang dalam konsep
magasid al-syari'ah masuk dalam
katogori memelihara keturunan (fifz al-
nasl) dan memelihara harta (hifz al-mal).
Dari konsep ini pula terlihat aspek
yuridis al-Qur'an bahwa para cucu lelaki
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atau perempuaf baik pancar lelaki dan
perempuan erupakan  hubungan
nasabiyah (ger; tik darah) yang sama
antara mercka1 Tidak ada perbedaan
mereka yang mengharuskan satu jalur
tidak berhak atas warisan sedang jalur
yang lain bergleh kewarisan. Karena
itulah dalam :jsurah al-Nisa ayat 7
disebutkan :

sellly bt m:m;it 35 e Lud dt:»;u
A5 3t 4 848 e B34 0 355 Lo
L@JJ‘-" ‘?rf’

- -
" ‘m

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan Ibtu-bapak dan kerabatnya,
dan bagi wanifa ada hak bagian (pula)
dari harta pemnggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, bglk sedikit atau banyak
menurut bahagit an yang telah ditetapkan.

Ini menpinjukkan hubungan antara
mereka a.dalah! sederajat yang tidak
memungkinkan gmenutup satu jalur dan
membuka jalu yang lain. Sedemikian
pula dapat dirashkan oleh semua manusia
cara penutuﬁ satu jalur dengan yang

d

lainnya adalabijmenutup pintu keadilan
hubungan th yang dekat antara
mereka dengan‘pewaris.

Anak titun ke bawah merupakan
anak turun ;llangsung yang harus
dipelihara, dsh%ﬁungi keberadaan mereka

(hifz al-nasl) meglewati perlindungan atau
pemeliharaan harta (4i#z al-mal). Di sini
magdsid al-sypriah menjadi terlihat
sekali sebagairhana maksud dari ayat
kewarisan :

b Bias 55 fuale 11 185 3l (25
Vgt 938 iy i 2505 e

Dan hendaquh takut kepada Allah
orang-orang ¥ yang seandainya
meninggalkan dz belakang mereka anak-
anak yang lemah yang mereka khawatir
terhadap (keséjahteraan) mereka. Oleh
sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah! dan hendaklah mereka

|
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mengucapkan perkataan yang benar.
Q.S. al-Nisa: 9

Dalam konteks demikian,
magasid al syari'ah yang terkandung
pada ayat tersebut amat jelas betapa harta
diperlukan sebagai alat maslahah bagi
para keturunan. Keberadaan ini pula yang
diistilahkan oleh al-Syathibi dalam
penjelasan Ahmad al-Raisini dengan
istilah  mewujudkan  kemaslahatan,
memelihara, melindungi manusia. Ini
relevan dengan maksud dari norma yang
ada pada Pasal 185 Kompilasi Hukum
Islam yang dapat dikatakan scbagai
produk hukum yaitu al-figh. Pasal 185
tersebut berbunyi (/) Ahli waris yang
meninggal lebih dahulu dari pada
sipewaris maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka
yang tersebut dalam Pasal 173. (2)
Bagian ahli waris pengganti tidak
boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.

Agar tidak terjadi multi tafsir
terhadap Pasal 185 KHI di atas, di
samping untuk menyempurnakan materi
Pasal tersebut maka perlu di muat aturan
setidaknya pada penjelasan Pasal 185
KHI sebagai berikut :

(1) Ahli waris pengganti hanya berlaku
untuk anak turun ke bawah, tidak
untuk menyamping maupun ke atas.

(2) Kelelakian orang yang digantikan
akan digantikan oleh ahli waris
pengganti sesuai jalur pancar lelaki.
Demikian pula, keperempuannya
orang yang digantikan  akan
digantikan oleh ahli waris pengganti
sesuai jalur pancar perempuan.

(3) Para ahli waris pengganti hanya
memperoleh sisa bagian fard dari
orang yang sederajad yang diganti
yakni ahli waris langsung. Pengertian
yang sederajat adalah anak-anak
langsung dari mayyit yaitu laki-laki
atau perempuan atau sedemikian rupa
secara bertingkat.

(4) Bila bersama mereka ada anak lelaki

langsung pewaris maka dibuatlah
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taksiran seolah ada saudaranya yang
hidup dengan tetap menggunakan
sistematika ‘asabah yaitu anak lelaki
langsung diikuti oleh jalur pancar
lelaki atau jalur pancar pancar
perempuan berdasar asas berimbang
dua banding satu antara lelaki dengan
perempuan.

(5) Jika tidak ada waris lain kecuali para
cucu pancar lelaki dan pancar
perempuan, maka mereka bersama-
sama memperoleh bagian sesuai jalur
pancar mereka yaitu pancar lelaki
pada jalur pancar lelaki dan pancar
perempuan pada pancar perempuan
sedang sesama pancar berbagi dua
banding satu antara lelaki dengan
perempuan.

Merealisasikan  magasid  al-
syari‘'ah dalam konteks kewarisan ini
hanya terbatas pada kemampuannya
untuk mengetengahkan konsep ayat-ayat
kewarisan dalam tujuannya pada
kemaslahatan kekerabatan terutama yang
berhubungan  genetik  (nasabiyah).
Konsep ini tak menjadikan suatu
pertentangan dengan teks suci al-Qur'an.
Meskipun ia terlihat melampaui dari
suatu kajian istimbat usul fikih yang
sering  berkutat pada  semiotika
kebahasaan. Ia merupakan model terapan
baru mencoba pada sisi lain dari kajian
usul fikih. Hal ini ditegaskan oleh Jasser
Auda bahwa maqgasid al-syari"ah bukan
bagian dari ilmu usul fikih yang sering
terfokus pada kajian lahiriah teks, sedang
magasid al-syariah lebih terfokus pada
makna yang ada di balik teks.”” Dengan
demikian  pula, pendapat  yang
menyatakan bahwa aturan tentang ahli
waris pengganti tidak di dasarkan pada
ketentuan al-Qur'an adalah keliru.
Melewati kajian magasid al-syariah
terlihat jelas betapa aspek dari tujuan al-
Qur'an dapat disikapi dan direalisasikan
untuk memelihara keturunan,
perlindungan diri mereka melewati
pemberian hak kewarisan (47/fz al-nasl
wa al-mal).
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D. Penutup

Berdasarkan kajian magasid al-
syarfah, ahli waris pengganti dapat
diterima keberadaannya dalam hukum
Islam. Ia dapat dibuktikan bukan hanya
memenuhi unsur normatif dan dasar nas
sarih seperti Q.S. al Nisd ayat 7, 8, 9, 11,
12 yang bertujuan kemaslahatan para ahli
waris, baik dari segi filosofis, sosiologis
dan yuridis.

Berdasarkan hukum pergantian
ahli waris bagi para cucu pewaris
langsung adalah model hukum yang
paling sempurna untuk memahami
kemaslahatan hukum dan tidak akan ada
kecemburuan sosial lantaran hukum
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